
  

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA  BATU 

NOMOR  15  TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENINDAKAN PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Tata Cara Penagihan dan Penindakan Pajak 

Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4368) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5697); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022  Nomor  4, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2019 Nomor 7/B); 

16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 

2021 Nomor 99/D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 

PENAGIHAN DAN PENINDAKAN PAJAK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota 

Batu. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 
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digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 

telah disita. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan 

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 

termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan  kesatuan,  baik   yang   

melakukan   usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang  meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau  Badan Usaha Milik Daerah           

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau  organisasi  lainnya,  lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak  investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat 

dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan 

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman 

lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan 

lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain 

yang diperlukan untuk Penagihan Pajak 

sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak 

melunasi sebagian atau seluruh utang pajak 

menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 

11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan 

penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika 

dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, 

penyitaan dan penyanderaan. 
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12. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda 

atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan  pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

Perpajakan Daerah. 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam 

tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang Perpajakan Daerah. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 

Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan 

kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

16. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan 

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, 

Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan 

Penagihan Pajak. 

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau 

bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang Perpajakan Daerah. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
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disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar dari pada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 

keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan 

perundang-undangan Perpajakan Daerah yang 

terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat 

Keputusan Keberatan. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 

digunakan oleh Badan untuk memberitahukan 

besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. 

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 

pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pejabat untuk menegur atau memperingatkan 

kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 

29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang 

pajak dan biaya penagihan pajak. 

30. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk 
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menguasai barang Penanggung Pajak, guna 

dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut peraturan perundang-undangan. 

31. Hari adalah hari kalender. 

BAB II  

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

 

Pasal 2 

 

(1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan 

pembayaran pajak terutang dilakukan penagihan 

setelah melewati jatuh tempo pembayaran. 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan STPD. 

(3) Penagihan Pajak Daerah didasarkan atas: 

a. SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. STPD; dan 

e. SPPT. 

(4) Kepala Bapenda dalam melakukan penagihan pajak 

yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 

menerbitkan: 

a. Surat Teguran; dan 

b. Surat Paksa. 

 

BAB III 

SURAT TEGURAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (4) huruf a  dapat ditagihkan kepada Wajib 

Pajak pada waktunya apabila terdapat Pajak yang 

terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, dan SPPT. 

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak 

diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak STPD diterbitkan. 

(3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan 

melalui: 

a. secara langsung; 

b. melalui elektronik; dan 

c. melalui PT Pos dan perusahaan jasa ekspedisi 

atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. 

 

Pasal 4 
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Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya 

Surat Teguran Pertama, maka akan diterbitkan Surat 

Teguran Kedua. 

BAB IV 

PAPAN PENGUMUMAN 

 

Pasal 5 

 

Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang 

ditentukan dalam Surat Teguran Kedua, maka Kepala 

Bapenda dapat melakukan pemasangan pada papan 

pengumuman di wilayah objek Pajak berupa spanduk, 

stiker, maupun iklan di media massa dengan kalimat 

informasi “Objek Pajak ini belum melunasi Pajak 

Daerah”. 

 

BAB V 

SURAT PAKSA 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam hal telah diterbitkan Surat Teguran Kedua 

namun Pajak yang terutang tidak atau kurang 

dibayar oleh Wajib Pajak maka ditagih dengan Surat 

Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 7 

 

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa setelah 21 

(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran 

Kedua diterbitkan. 

 

Pasal 8 

 

(1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

diterbitkan apabila: 

a. Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajak dan 

kepadanya telah diterbitkan surat teguran; atau 

b. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan 

Persetujuan Angsuran atau Penundaan 

Pembayaran Pajak. 

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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paling sedikit harus memuat: 

a. nama wajib pajak; 

b. dasar penagihan; 

c. besarnya utang pajak; dan 

d. perintah untuk membayar. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal   13 Juni     2023 

Pj. WALI KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

ARIES AGUNG PAEWAI 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal   13 Juni   2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 15/B 

 

 

 


